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LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.110, 2009 KESRA. IBADAH. HAJ. Penyelenggaraan.
Pengelolaa.  (Penjelasan Dalam  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5036)

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG PENY ELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dengan adanya kewajiban bagi setiap jemaah
hai Indonesia untuk menggunakan paspor biasa
mula tahun 1430 Hijriyah, diperlukan upaya untuk
menjamin agar penyelenggaraan ibadah haji dapat
dilaksanakan;

b. bahwa daam rangka menjamin terlaksananya
penyelenggaraan ibadah haji perlu melakukan
perubahan ketentuan mengenai paspor haji bagi
jemaah hgji sebagamana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan |badah Haji;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti

www.peraturan.go.id
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Mengingat

M enetapkan

Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan |badah Haji;

: 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3474);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan lbadah Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4845);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG  TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG PENY ELENGGARAAN IBADAH HAJI.

Pasdl |

Bebergpa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan |badah Hagji (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2008 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor

4845), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 1l dihapus.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf d diubah, sehingga Pasal 7

seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 7

Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan,
dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang

meliputi:

a. pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya,
balk di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab

Saudi;
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